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HUPATI TAPIN
PRCVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURA].I BUPATI TAPIN
NOMOR e8 TAHUN 2025

TEI{TANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAtruN 2a25-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

b.

d.

BUPATI TAPIN,

trahwa perencanaalr penanggulangan bencana
rnerupakan bentuk perlinCungae kepada
masyarakat terhadap benca::a yeslg meq3adi
bagiar: dari perencariaan pe*:.bangunaa untuk
mewujudkan kesej ahteraasl u:rrujtr;
bai:.wa perencanaan penanggt.xlangan hencana
:rrerupakan bagian dari perenca::rae$,
pembangunan yang disusun berdasarka::.
anaiisis risiko bencana dan upaya
penanggulangannya yang dijabarkan dalam
program kegiatan penan ggulangan trencana;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat {l}
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AA? tentang
Fenanggulangan Bencana, perencanaan
Penangguiangan Bencana ditetapkan oieh
Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu rnenetapkan Feraturan Bupati tentang
Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2O2S-
2Q2e;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Sadcnesia ?*hren 1945;

Daerah
Tabai.ong
Nor:nor 2V Tahun Fenetapan
Undang-Undang Darurat 1953
tentang Pembentukan Daerah T'ingkat U di
Kalirna-t-rtac {Lernbqran, Negqra Republik
Iitdonesia ?a-ier-ln 1965 Ncmor 51, Ta:mbahar
Leorbaran Negara Republik Indonesia l{on:or
2756);

Mengingat: L
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3. Llndang-Undang Nomor 25 Tahun ZAA4 tentang
Sistem Perencanaaq pemban$man l{asipaal
(Lembwa:,- Negara Republik Indonesia tahun
2AA4 Nomor 1"04, ?ambahan Lembaran Negara
Republik tr:rdonesia Nomor aa?\;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun ZAAT tentang
Penaaggulaqgan Benqaqa {Lembarqn iVegara
Reputrlik Indonesia Tahun ZCIOT Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Repr-lb1ik
Ind.onesia 47231;

5. Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2OL4 tentang
Pgmerintaharr Daerah (I-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun ZeL4 Nomor Z?4,
?ambahan Lenrbasa* Negara Republik
Indonesia Nomor 55871, sebagaimana tet?J7
beberapa kali diubair, terakhir deaga:: Undaeg-
Und*tg Nornor 6 ?ahun ZAZA tentang
Fenetapa:e Peraturan Pemerintah Fengganti
Undang-Und.asrg Norr:or 2 Tahun Z*ZZ te{tang
Cipta Kerja rnenjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun
2023 N-orcor 41, Tambaha:r Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6855);

6. Peraturaa Pe*aerintah Nomor 21 Tahun 2OOB
tentang Penyelenggaraan trenaaggulangan
Bencana (Leinbaran Negara Republik trndonesia
?ahun 2008 Nomor 42, Telcrtbahan Lemharatl
Negara Republik Indonesia Nomor a828);

7. Feraturan Femerintah Nornor 22 Tahun 2OOB
tentang Fendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana {Lembaran Negara Republik Ind.onesia
?ahun 2OOB rromor 43, Tarnbahan Lernbarasr
Negara Republik Indonesia Nonnor 48.291:.

8. Penaturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2O0B
tentang Pera-n Serta Lembaga Intertrasional dan
Lembaga Asing Nonpemerintah Dai.am
Ferrangguiangan Bencana {Lembarae Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 N+mor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Iadonesia Nomor 4830);

9. Feraturan Femeriqtah I'{.*:::cr 2 Tah-c,}* 2018
Tentang Standar Pe1a"l's11sn h,lini:=al" il"erebara:r
Negara Eepublik Indox**ia ?ahun 2*f8 S*::ror
2, Tambahac:. Le:::.ba-raii iieEa-ra Repr:blik
Inionesie llomor u r78i:

10. Perarurarr h{enieri Daieur: -{egeri Nomor 33
Tal:r:n 2*S6 tenta::.g FeCsr&a.rr Umura Mitigasi
Eence:ra;
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11. Feraturan Kepala Badan Nasional
Pen4nggslangan gencaaa Nomqr 4 Tahun 200s
tentang PenSrusunan Rencana Fenanggulangan
Bencala (Berita Negara Republik -Iidonesia
Tahun 2008 Nomor S3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O1
Tahun 2018 tentang Standar f*krri" pelayanan
Dasar Pada Standar Felayanan Minim*i Srb_Urusan Benca;ra Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2O1g
Nornor 15a1);

13" Feraturan Kepala tsad"an Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun ZAJ,6

. tentang Sistem Komand.o Fenaaganan Darurat
Bencana {tserita Negara nepubtit< Indonesia
Tahun 2OLO Nomor TTTTI;

14. Peraturan Badan Nasional penanggulangan
Bencana Nomor 4 Tahun ZOZA 

* 
tentang

Penggunaan Dana Siap pakai {Berita lr{egara
Republik Indonesia Tahln Z*2O No*o, 4S2i;

3"5" Peraturan Daerah Kabupaten Tapia O9 ?ahun
2CI16 tentang pembeatukan Aaa Susr.lnan
Ferangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor
9gl, sebagaimana telah diubah dengan
Pera.tr.lran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 1O
Tahun 2019 tentang perubahan At** peraturan
Daerah Kabr.rpaten Tapin Nomor 9 Tahun 2A15
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Katrupaten Tapin {Lembaran Da6rah
Kabupaten Tapin Tahun ZAW Nomor 1O);

fu[enetapkan
h{tr&flU?USKAN :

PER{TURAN BUtrATi TENTANG RENCANA
PtrNANGGULANGAN BtrNCANA T,qHUN 2O2 5.2O29.

EAB I
KETE1T?IJA}-T UIUUM

Fasai 1
Dalam Feraturar. Bupati ini yq$g dimaksud dengag:1. Daerah adalah Kabupaten Tapin,
2" Bupati adaiah Bupati Tapin.
3. Femerintah Daerah ada-lah gupati sebagai u$sr*"r peayelenggara

pemerintahan Daerah yang rnerr:impirr pelaksanaan rri**uo
pemerintahaq yang n:eajadi kesrenangin Daerah otonom.
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Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana terpadu
untuk memberikaR garnharan r.nenyeluruh terhadap
penanganan Bencana yang berdasarkan kajian risiko Bencanl
suatu daerah".
Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sel.anjutnya
disingkat dengan BNPB adalah lembaga 

-pemerintah 
*on

$.ernepteqian sqsuqi dengan ketq$tUq11 pefa_tUfe$ pqfqpdaeg-
undangan.

E. Eencana peristiwa

9. Data dan
DIBI adalah
untuk
maupl}n
Bencana dalam

1S. Fokus Prioritas adalah kegiatan-kegiatan yang rnenjadi
prioritas dilakukan oleh Femerintah Daerah dalam
menanggulangi suatu Bencana atam multi Bencama.

11.

besar.

Kapasitas
ketahanan

adalah
yang

cara dan
masyarakat

L2.

yang rnemungkinkan mereka untuk memper*iapkan diri,
mencega-h, menjinakkan, menarrggulangi, mempertahankan
diri serta dengan cepat rnemulihkan diri dari akibat Bencana.

0rarrg yarrg

atam
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16. Nonproletisi adalah tidak ada penyebaran agama atau
keyakinan pada saat keadaan darurat BencaRa, terutaraa
melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat Bencana.

17. Pemulihar: adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat,
lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena Bencana
meLalui rehabilitasi"

tr8. trqnaflggl,xlangan tsqnqapa adelah. sEqaqgkaian upAya yq4g
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yans 

- 
berisiko

timbulnya. bencana, kegiatan pencegaharr beniana, tanggap
darurat, dan rehabilitasi.

19. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya sebagian atau seluruh Bencana.

2o. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa
atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka
waktu yang betrum pasti se6agai uIiu"i dampak 

"buruk
Bencana.

2L. Pu:.gurangan Risiko Bencana ada-iah segala tindakan yang
dilakukan untuk merxgurangi kerentanan- can metringka:tkan
kapasitas terhadap jenis bahaya terteatu atau. m.engurangi
potensi jenis bahay-a tertentu.

22. Penyetrenggarasn penanggula:rgan Benca:ra adaLah seraaghaian
upaya pelaksanaan penanggulangan Bencana mulai dari
tahapan sebelum Bencarea, saat Beircana hingga tahapan
sesudah Bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu,
terkoordinasi dan menyeluruh.

23. Peringatan Dini adal*L ,p*y* pemberian peringatan sesegera
rnungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan te4adirrya
Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yaflg berwenang.

24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau rnasyarakat sampai tingkat yang
memadai pada uriiayah pasca Bencana dengan sasaran utanna
untuk nor,malisasi atau berialaaaya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat p*dr. wilayJ p.u*u,
Bencana.

25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana
dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Ben&na, baik
pada" tingkat pemerintahan nnau.purl masyarakat dengan
sasarari utama tumbuh dan berkembangn.ya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya trukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta misyarakat dalarn
segala aspek kehidupan berrnas3'arakat pada uriiayah pa$ca
Bencana.

26. Reacana Kontinjensi adalah suatr..l pro$es pererrcar:aan ke
depan terhadap keadaan yang tidak *:enentu uatuk rnencegah,
atau menangg-rlangi sec*ra lebih baik dalant sitr-aasi darurat
atau kritis dengan merr3.epake.ti skenario dan tqiuan,
menetapka-n tindakan teknis dare menejerial, serta tanggapan
dan pengerahan potensi yang tetrah disetujui bersama.

1
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Pasal 4
(U Dokumen Bencana Penangg;ulangan Bencana sebagairnana

dirraksud dalarn trasal 3 dipergunakan sebagai pedornan bagi
BPBD datam melaksartakan program dan kegiatan
Fenanggrlangan Bencana di Daerah

t2]! Dokumen Rencana penangguxangan Bencana sebagaimana
{lnaheu{ pada ayat {U bertakr.r selama 5 {lima} tahun dan dapat
ditinjau secara berkala setiap 2 {dua} tahun atau sewaktu-waktu
apabila tedadi Bencana.

BAE IV
KETENTUAru trENUTUP

Fasal 5
Ferah.rran Bupati ini neulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memeriatahka_rr pengundangan
Peraturan Bupati ini d.engan penernpatanrrya daJarr: beo*a Daeiah
Kabupaten Tapin.

?firq
TAPIN,

Diundangkan di Rantau
pada tanggal *S Agustgs *Ar
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

!

Ditetapkan di
pada tangga-l


